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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka
menengah yang dijjadikan acuan pelaksanaan program Kkerja
pembangunan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak
terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi berupa RPJMD
maupun pada tingkat pusat. Berdasarkan reviu internal terhadap Tujuan,
Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi periode sebelumnya, diperoleh data bahwa
penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 banyak dipengaruhi oleh
aturan-aturan terbaru terkait dengan perencanaan pembangunan dan
program Kkerja. Oleh sebab i1tu pebaikan-perbaikan yang dilaksanakan
dalam penyusunan renstra ini lebih banyak penyesuaian terhadap aturan-
aturan terkait perencanaan dan kinerja organisasi perangkat daerah.

Renstra 1ni berisikan tentang gambaran pelayanan Organisasi
Perangkat Daerah dan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, tujuan dan
sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja
Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD. Renstra 2015-2029 1ni merupakan proses pembangunan S
tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada urusan pada
tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program
dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

2. Reviu terhadap Renstra Sekretariat DPRD pada periode sebelumnya

3. Cascading Kinerja Sekretariat DPRD sebagai salah satu hasil review
internal.

4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

i|Page



Dengan disusunnya dokumen dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2025-2029 ini, diharapkan mampu menjadikan proses

pembangunan di Provinsi Sumatera Barat lebih terarah.

A\(" ARE T RIS DPRD

Padang, Me1 2025

IATERA BARAT

&
\Drs. ¥ '-.,'__'!:d_/ N, M.Si
Peiibifa Ufamh Madya

NIP. 196805¥3 199512 1 005
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RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistemm perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu tertentu.
Perencanaan Pembangunan daerah ini mengintegrasikan rencana tata
ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan
berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,
sesual dinamika perkembangan daerah dan mnasional. Perencanaan
pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421), serta
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daearh, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima
tahunan yaitu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra
OPD).

Mengacu kepada Peraturan Menter:i Dalam Negeri di atas, terdapat
prosedur penetapan Rencana Strategis, dimana langkah awal yang
dilaksanakan adalah penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis,
kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan Rancangan Awal menjadi

Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah tersusunnya
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RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

perbaikan Rancangan Awal RPJMD Provinsi dengan mempertimbangkan
saran dan masukan dari Menteri Dalam Negeri. Rancangan Rencana
Strategis kemudian dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah dan disampaikan lagi ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah setelah disempurnakan untuk pertama kali.
Penyempurnaan tersebut akan menghasilkan Rancangan akhir Rencana
Strategis yang nantiny akan ditetapkan sebagai Renstra OPD dalam bentuk
Peraturan Kepala Daerah setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi oleh
tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai unit pendukung
(supporting unit). Sebagai unit pendukung, Sekretariat DPRD bertugas
dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitator pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD. Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat juga berperan sebagai Koordinator yang dipimpin oleh
Sekretaris DPRD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 ayat (2) disampaikan bahwa
Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Provinsi
yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas
persetujuan Pimpinan DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan
pimpinan fraksi. Lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah Pasal 9 ayat (2) menyatakan
bahwa Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi
yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara

administratif bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris
daerah provisi. Dengan demikian Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban
menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Seluruh entitas tersebut disusun secara spesifik dan terukur

serta dilengkapi dengan tujuan yang hendak dicapai.
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RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Secara umum rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen
perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan
sasaran Sekretariat DPRD selama tahun 2025-2029 serta berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 merupakan
dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan
penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan
dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan
yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh
karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda,
tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan
sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RTRW Provinsi Sumatera
Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
tahun 2012 yang memuat strategi dan kebijjakan penataan ruang wilayah
yang meliputi: tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana
struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan
pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang,
kelembagaan dan peran masyarakat.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat akan dijabarkan di dalam dokumen
RKPD yang selanjutnya akan dijjadikan pedoman dalam penyusunan
APBD. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-
2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat
tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana
Kerja Sekretariat DPRD setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan
tahun 2029.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun dengan
berpedoman pada RPJMD  Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional. Renstra
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RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat DPRD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, program dan kegiatan
disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman
dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang
nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran
daerah.

Langkah-langkah penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan
informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan
data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu
strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan selama S5 (lima) tahun, melaksanakan
Focus Group Discussion antar bidang pembangunan, penyusunan
rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Gubernur Provinsi Sumatera
Barat serta penetapan oleh Sekretaris DPRD untuk dapat dilaksanakan.

Setelah ditetapkannya Rencana Strategi, Organisasi Perangkat
Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja
disusun setiap tahun dengan mentelaah setiap capaian yang terdapat
dalam dokumen Rencana Strategis. Renja OPD menjadi acuan untuk
penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Muatan RKA
meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan
output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang
ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical point-
nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan

output/outcome.

1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat, terdapat banyak landasan hukum yang digunakan

sebagai payung hukum dan batasan-batasan penyusunan. Adapun
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RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

landasan hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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11.

12.

13.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran negara
tahun 2000 nomor 210, tambahan lembaran negara nomor 4028);
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (lembaran
negara tahun 2001 nomor 90, tambahan lembaran negara nomor

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

6|Hal



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak
Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran
negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara tahun
2006 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran negara tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran
daerah nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rancana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
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295.

26.

27.

28.

29.

30.
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2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024
Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Barat;
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RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun

2025-2029 ditetapkan dengan maksud memberikan arahan dan sekaligus

menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam

melaksanakan tugas dalam lima tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat

adalah:

1.

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah vyang
merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama
periode 2025-2029.

Menjaga konsistensi dari dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
dengan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap tahun.

Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan.
Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat
keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam
melaksanakan kegiatan.

Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Menjadi pedoman dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi,
produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-

2029 disusun menurut sitematika sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

| .

1.2.

1.3.

1.4.

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah,serta susunan garis besar is1 dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

7,8

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah
kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi
Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,
jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,

prosedur, mekanisme).
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b. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan
unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat
Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator
lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.

d. Kelompok Sasaran Layanan
Bagian ini berisi tentang siapa kelompok sasaran atau penerima
manfaat atas program-program yang dilaksanakan Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian in1 dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

b. Isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah.

III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN
Tujuan Renstra PD 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Pernyataan tujuan jangka
menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

Sasaran Renstra PD 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Pernyataan Sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.
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3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dalam
lima tahun mendatang, dan dapat menunjukkan relevansi dan
konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode
berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
Perangkat Daerah.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dan  dapat
menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan

misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan

arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB V PENUTUP

Bagian penutup berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu

mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaanya.
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD

Pada Tahun 20232 ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana disebutkan bahwa
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

@

Q.

. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasl Sekretariat DPRD beserta uraian tugas dari
setiap unsur organisasi adalah sebagai berikut:
1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian
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Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan
pelaporan kegiatan meliputi program dan keuangan, tata usaha dan
kepegawaian, serta rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bagian Umum dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;

pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;

L

=

penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas

anggota DPRD;

e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;

g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah
tangga DPRD;

h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana DPRD;

1. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab
DPRD;

j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

k. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat
DPRD;

1. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga
Sekretariat DPRD;

m. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD:;

p. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;

q. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat

DPRD:
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r. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Sekretariat DPRD;

s. pengkoordinasian dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat
DPRD;

t. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan
Sekretariat DPRD;

u. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :

1) Subbagian Rumah Tangga; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian
perundang-undangan, persidangan dan risalah serta Hubungan
Masyarakat, protokol dan publikasi. Untuk melaksanakan tugasnya,
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan
peraturan daerah;
c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif;
d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan
peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan pengumpulan bahan penyiapan draf Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif;
f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;

g. pelaksanaan penyusunan risalah rapat;
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h. pengkoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar
Inventarisir Masalah;

j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;

k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;

1. penyelenggaraan publikasi;

m. penyelenggaraan keprotokolan;

n. penyelenggaraan perpustakaan; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi
fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan
aspirasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian

Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara;

b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan;

c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah pertangungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan

laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
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e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah;

f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia;

g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi
masyarakat;

h. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rumusan rapat
dalam rangka pengawasan;

i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan
penegakan kode etik DPRD;

j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan
pengawasan penggunaan anggaran;

k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan
pelaksanaan kebijakan;

1. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan
pokok-pokok pikiran DPRD;

m. pelaksanaan {fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan
kerjasama daerah; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional

Berikut disajikan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat:
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Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sekretaris DPRD

Kepala Bagian
Persidangan dan
Perundang-undangan

Kepala Bagian Umum
dan Keuangan

(CIEIERETET
Fasilitasi
Penganggaran dan
Pengawasan

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga

Kelompok Jabatan
Fungsional

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Barat pada Januari 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah
sebanyak 86 Pegawai, yang terdiri dari 58 Pegawai laki-laki (67%) dan 28
pegawai perempuan (33%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan
merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 13 pegawai,
yang terdiri dari 11 pegawai Non ASN laki-laki (85%) dan 2 pegawai Non
ASN perempuan (15%). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN
pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 99
pegawai. Jumlah dan komposisi pegawai ASN lebih rinci pada Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2.1
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
PENDIDIKAN | JUMLAH ORANG EDID BELANS
LAKI-LAKI PEREMPUAN
S2 19 O 10
S1 38 26 12
D3 6 4 2
SMA 22 18 4
SMP - - -
SD 1 1
JUMLAH 86 S8 28

Komposisi pegawai ASN menurut Golongan Ruang pada Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana ditunjukan pada tabel 2

berikut:
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Golongan
GOLONGAN JUMLAH ORANG SRR A
LAKI-LAKI PEREMPUAN
% 9 3 6
[11 62 43 19
I 14 11 3
I 1 1
JUMLAH 86 o8 28

Kebutuhan pegawai ASN Sekretariat DPRD menurut peta jabatan sesuai

dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 060-532-2025

tanggal 27 Agustus 2025 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, seperti diagram di

bawah ini
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SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jabatan Kebutuhan
Perisalah
Legislatif 1
Madya
Perencana 1
Madya
I
Kepala Bagian Umum dan Keuangan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - undangan Kepala Bagian gﬁ;ﬂﬁi Penganggaran dan
!
Kepala Sub Bagian Rumah Tangpa
I
Jabatan Kebutuhan Jabatan Kebutuhan Jabatan Kebutuhan
Penelaah Teknis Kebijjakan 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 1 Perisalah Legislatif Ahli Muda 1
Pengolah Data dan Informasi 4 Pustakawan Muda 1 Perisalah Legislatif Ahli Pertama 2
Pengelola Layanan Operasional 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 1 Pranata Humas Ahli Muda 1
Operator Layanan Operasional 15 Perisalah Legislatif Ahli Muda 1 Pranata Humas Ahli Pertama 1
Pengadministrasian Perkantoran 5 Perizalah Legizlatif Ahli Pertama 1 Penelanh Teknis Kebijakan 4
Pranata Humas Ahli Muda 1 Pengolah Data dan Informasi 3
PR . Pranata Humas Ahli Pertama 2 Pengadministrasian Perkantoran 5
Pustakawan Pertama 1
Analis SDM Ahli Mud 1 Pustakawan Pertama 1
Analis SDM Ahli Pertama 2 Pustakawan Pertama 1
Perencana Ahli Muda 1 Pustakawan Pertama 1
Perencana Ahli Pertama 2 Penelaah Tekniz Kebijakan 7
Arsiparis Penyedia 2 FPengolah Data dan Informasi 10
Arsiparnis Pelaksana Lanjutan 2 Pengelola Keprotokolan 5
ﬂrsi!::aris Pelaksana 2 Fengadmjnistmsia.n Perkantoran 15
Penelaah Tekmis Kebijjakan 23
Penata Kelola Sistem dan Teknologi i
Informasi
Pengolah Data dan Informasi 6
Pengadmimstrasian Perkantoran 10
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Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat difasilitasi sejumlah aset yang masih
berfungsi secara baik. Rincian aset yang masih dipakai di Sekretariat DPRD
Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Kategori/Jenis Barang Jumlah Kondisi
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. Il 1 baik
2  Tanah Bangunan Mes/Wisma/Asrama 1 baik
3 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 baik
4  Elevator/ Lift 1 baik
S5 Exhause Fan S baik
6 Gandola 1 baik
7  Pompa Air S Baik
8  Electric Generating Set 8 baik
9 Pompa 8 Baik
10 Sedan 3 baik
11  Jeep 7 baik
12 Minibus 23 baik
13 Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang S baik
14 Bus (Penumpang 30 orang ke atas) 2  baik
15 | Pick Up 2 baik
16 Sepeda Motor 23 baik
17 Scanner 25 baik
18 AC Sentral 2 baik
19 Alat Pendingin Lainnya S baik

20 AC Split 122 baik

21 AC Window 21 baik

22 AC Standing O baik

23 Timbangan 1 baik

24 Rak Besi 20 baik

25 Rak Kayu 4 baik

Tabel 2.3

Data Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
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No Kategori/Jenis Barang Jumlah Kondisi
26 Rak Piring Alumunium 1 baik
27 Rak Penyimpanan 1 baik
28 Mesin Fotocopy 2 baik
29 Lemari Besi dan Stainless Steel 36 baik
30 Lemari Buku 18 baik
31 Lemari Arsip Pejabat 270 Dbaik
32 Lemari Kayu 38 baik
33 Filling Cabinet 76 Dbaik
34 Brankas S baik
35 Alat Penghancur Kertas 19 baik
36 Mesin Fogging 1 baik
37 LCD Projector/ Infocus

38 Papan Nama Instansi 2 baik
39 Papan Tulis 18 baik
40 Gardu dan Rumah Genset 1 baik
41 Billboard 2 baik
42  Baliho 1 baik
13 | CCTV set 4  baik
44  Kulkas 28 baik
45 Alat Pendingin 70 baik
46 Meja Kerja (Kayu dan Besi) 372 baik
47 Meja Sidang 25 baik
48 Meja rapat 296 baik
49 Meja Makan 4  baik
S50 Meja Rias 3 baik
51 Meja Tamu 12 baik
52 Tempat Tidur 24 baik
53 Kasur/ Spring Bed S baik
54 Kursi Rapat 748 baik
55 Kursi Kerja 281 baik
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No
56
37
S8
o9
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
P |
72
13
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Kategori/Jenis Barang
Kursi Tamu
Sofa /Kursi Ruang Tamu
Vacum Cleaner
Mesin Cuci
Kompor Gas
Kompor Listrik
Tabung Gas
Teko Listrik
Cotte Maker
Kitchen Set
Televisi
Amplifier
Sound System Speaker/Meeting
Compact Disc Player
Electronic Conference/Mic Conference
Kamera Recording
Kamera Digital
Handy Cam
Tiang Bendera
Tangga
Dispenser
Videotron
Alat Pemadam kebakaran
Hydrant+Slang +Nozel
Water Heater
Komputer PC
Laptop
Hard Disk
Printer

Infocus LCD

79
o1
6

144

16

o8

18

28

65

10

26

133

10
61
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Jumlah Kondisi

baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
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No Kategori/Jenis Barang Jumlah Kondisi
86 UPS S baik
87 Layar Proyektor 3 baik
88 Acces Point 6 baik
89 Telepon 6 baik
90 Handy Talkie 14 baik
91 Facsimili 3 baik
92 Smartphone 1 baik
93 Antena Parabola 2 baik
94 Thermometer 4  baik
95 Dumble Plastik 1 baik
96 Alat Fitness 37 baik
97 Alat Bilyard 1 baik
98 Meja Pimpong 2 baik
99 Meja Billiard 1 baik
100 Camera Stabilizer 2 baik
101 Bilik Antispetik 3 baik
102 Detektor Logam 6 baik
103 Alat Musik Lengkap 2 baik

Dilihat dar1 akumulasi aset pendukung kinerja Sekretariat DPRD
terhadap kebutuhan pelayanan kinerja sudah dianggap memadai, namun
dari sejumlah aset yang dimiliki apabila tidak didukung oleh pemeliharaan
dan sumber daya manusia yang berkompeten tentu saja hal tersebut
menjadi percuma, oleh sebab itu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri
oleh Sekretariat DPRD untuk selalu meningkat kompetensi Sumber Daya
Manusia yang berdayaguna dan selalu siap untuk menggunakan sarana
dan prasarana dalam beberapa kondisi tertentu.

Lokasi Kantor Sekretariat DPRD tergolong cukup strategis dan
memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Sekretariat DPRD.
Halaman parkir terhampar luas sehingga memadai dalam melaksanakan

rapat-rapat besar atau rapat dengan mengundang tamu dalam jumlah
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banyak. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang
tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas
mapun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan
anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang

untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

c. Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat adalah memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD
Provinsi Sumatera Barat (supporting), yang meliputi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

@

=

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2024, ditetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat yaitu Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku
Kepentingan dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2021-

2024 tersebut, seperti dalam tabel berikut:
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No.

Sasaran
Strategis

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinena
Organisasi

Meningkatnya
Pelayanan
Kepada
Pemangku

Kepentingan

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi OPD

Nilai
akuntabilitas
kinerja OPD

Indeks
kepuasan
pelayanan
kepada
pemangku

kepentingan

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2024

Target Renstra OPD tahun ke-

A
(80,01)

90

A
(80,01)

90

A
(80,01)

Q0

A
(80,01)

90

Realisasi Capaian tahun ke-

BB
(75,03)

90,96

BB
(75,10)

91,05

BB
(76,71)

90,15

BB
(77,07)

91,34
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Rasio Capaian pada tahun ke-

93,77

101,06

03,86

101,17

05,88

100,17

4.-

96,33

101,49
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Berdasarkan Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat di atas, Sekretariat DPRD menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2024, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator yaitu
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, dengan target dari tahun 2021-2024
adalah A (80,01) dan terealisasi dari tahun 2021-2024 adalah BB

2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, dengan
indikator yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, dengan
target dari tahun 2021-2024 adalah 90 atau SANGAT BAIK dan
terealisasi dari tahun 2021-2024 adalah SANGAT BAIK untuk setiap
tahunnya atau melebihi target.

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat pada Renstra Tahun 2021-2024 di atas,
menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih
diperlukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi maupun
pelaksanaannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target
kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain ketersediaan
anggaran, adanya Kkoordinasi antar alat kelengkapan dewan yang
meningkat, tersedianya fasilitas rapat antara lain ruang rapat dan ruang
kerja yang representatif, materi rapat, risalah rapat dan fasilitasi
kunjungan baik dari sisi keuangan, jadwal kunjungan dan kegiatan lainnya
guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat

DPRD, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.5
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Uraian

Target Renstra OFD tahun kea-

Realizasi Capaian tahun ke-

Rasio capaian pada tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

Eealizasi

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI

55.003.000.000

87.056.390.543

71.449.263.900

71.218.931.920

BO.797.98B8.035

112.244.036.317

109.550.622.876

123.094.148.5644

146,90%

128.93%

153,33%

172,84%

10% 100%6

FROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

72.027.000.000

67.528.983.325

41.754.913.100

37.898.965.300

45.776.920.945

77.057.179.992

91.709.774.733

71.637.121.365

64.94%

114,11%

219,64%

189,02%

-10% 100%
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Melihat Tabel 2.5 terlihat beberapa kesenjangan rasio pencapaian
target yang telah dilaksanakan. Rasio terbesar dalam penganggaran dan
rasio ketercapaian anggaran berada dari pembenahan sumber daya
manusia. Padahal telah disampaikan pada tahap permasalahan, akar
masalah dalam pelaksanaan pelayanan adalah sumber daya manusia yang
kurang mumpuni. Oleh sebab itu Sekretariat DPRD selalu berupaya
melakukan perbaikan sumber daya manusia dengan beberapa tahapan
yaitu dengan melaksanakan pelatihan berkala untuk pegawai tertentu
sehingga mampu digunakan sesuai kebutuhan, kemudian alternatif lain
apabila pegawai bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas yang
telah diberikan sesuai dengan pertimbangan analisa jabatan maka pegawai
bersangkutan akan dikembalikan kepada koordinator utama urusan
kepegawaian seperti Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, atau Inspektorat Provinsi. Pada tabel tersebut juga
diperoleh bahwa pencapaian terbaik terdapat pada tahun 2024 dimana
target pelayanan tercapai dengan baik. Hal tersebut diperoleh dengan
pematangan langkah-langkah teknis seperti penyusunan rencana tindak

pengendalian, dan pemantauan terhadap rencana aksi.

d. Kelompok Sasaran Layanan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing
program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan
jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Indikator
program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang
berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang
diperoleh dalam jangka menengah untuk penrima manfaat atau kelompok
sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih
untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukan
akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat.

29 |



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program
yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat secara
langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Barat dan masyarakat luas Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas
pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat
Strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-
pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis
dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua
faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta
berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor

Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath).

Tabel 2.6
Pemetaan Masalah

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Belum 1. Masih rendahnya 1. Masih rendahnya pemahaman
Optimalnya kualitas aparatur Sekretariat DPRD tentang
Dukungan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
Fasilitasi DPRD administrasi 2. Kurangnya kompetensi aparatur
Terhadap kesekretariatan Sekretariat DPRD dalam mengimbangi
Pelaksanaan dan keuangan kemajuan teknologi informasi dan
Tugas dan penggunaan aplikasi pengelolaan
Fungsi DPRD keuangan yang sering berubah-ubah.

3. Kurangnya tenaga administrasi dalam
penyelenggaraan administrasi.
2. Belum optimalnya 1. Tingginya standar pelayanan yang
dukungan layanan dibutuhkan oleh anggota DPRD.

dan fasilitasi 2. Semakin besarnya volume kegiatan
dalam DPRD dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi.
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pelaksanaan tugas 3. Penyusunan, pembahasan dan
dan fungsi DPRD pengkajian Raperda Inisiatif
Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD

dan Keputusan belum diselesaikan

tepat waktu
4. Pengawasan pelaksanaan jalannya

fungsi pemerintah daerah yang belum
teragendakan dengan baik.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat
DPRD adalah belum optimalnya pelayanan kepada pemangku kepentingan
dalam hal ini pelayanan untuk anggota DPRD dan masyarakat. Pelayanan
terhadap anggota DPRD yang belum optimal terutama mencakup
ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat

internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan), penyampaian masukan

aspirasi dari Perangkat Daerah kepada anggota DPRD serta belum

optimalnya pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi

pertanggungjawaban keuangan. Hal ini1 dipengaruhi oleh masih

terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk
Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di
bidangnya, rendahnya tingkat kedisiplinan ASN Sekretariat DPRD dalam
pelaksanaan pekerjaan, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan
prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia, sehingga
penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD sering terlambat.

Disamping permasalahan utama tersebut, terdapat beberapa
permasalahan lain yaitu belum optimalnya kualitas dan kuantitas
koordinasi, integrasi, fasilitasi dan sinkronisasi tugas serta fungsi DPRD
dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan
termasuk LSM. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD sebagai jembatan yang
menghubungkan anggota DPRD dengan lembaga pemerintah daerah
termasuk Perangkat Daerah serta lembaga sosial kemasyarakatan harus
lebih cepat tanggap sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang
menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terutama

dalam mengimplementasikan pokok-pokok pikiran DPRD.
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b. Isu Strategis

[su-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah

adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di

masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

dalam jangka panjang.

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan

permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka
isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029
bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Isu Strategis Global

da.

Kebijakan Ekonomi Global akibat Proteksionisme Kebijkan amerika
Srikat (AS).

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam mendukung upaya
memperkuat ketahan perekonomian Nasional melalui kebijakan
dan program yang relevan, misalnya dengan mendorong sinergi
antara lembaga legislatif, eksekutif (pemerintah daerah), sektor
swasta, perbankan, dan komunitas untuk mendukung UMKM,
mendukung dan mengoptimalkan fungsi paguyuban untuk
bersinergi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu, termasuk

mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan

pasar modern menjual 20% produk lokal UMKM.

2. Isu Nasional

a. Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme Ekonomi Global.

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dapat berkontribusi pada

kebijakan ekonomi nasional dan isu proteksionisme global melalui
pengawasan dan legislasi yang mendukung industri dalam negeri,

serta mengadvokasi kepentingan daerah dalam perundingan

perdagangan internasional.
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b. Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara.
Upaya DPRD dalam mengambil kebijakan Kinerja Pengelolaan
Keuangan Negara dilakukan melalui fungsi legislasi (membentuk
perda), fungsi anggaran (menyusun dan menyetujui APBD), dan
fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan anggaran), yang
kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan kesejahteraan rakyat. DPRD juga
melibatkan aspirasi masyarakat dalam proses ini dan harus
memiliki pengetahuan memadai tentang keuangan negara untuk

melakukan pengawasan yang efektif.

c. Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi.
Peranan DPRD dalam Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan
Ekonomi adalah sebagai lembaga pengawas yang memastikan
Danantara bekerja optimal untuk mengelola investasi dan aset
negara guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
DPRD, melalui Komisi VI dan XI, bertugas mengawasi kinerja
Danantara dalam mengoptimalkan aset negara, mengelola investasi
strategis, serta mendorong | hilirisasi dan  peningkatan
kesejahteraan masyarakat, sehingga Danantara dapat berfungsi
sebagai lokomotif ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Sekretariat bertugas dalam memfasilitasi pengawasan DPRD.
d. Koperasi Desa Merah — Putih.

Peranan DPRD dalam Koperasi Desa Merah Putih meliputi
dukungan penuh dan pengawalan program, memastikan adanya
koordinasi yang baik dengan dinas terkait, serta melakukan
pengawasan terhadap implementasi dan keberhasilan koperasi
sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Anggota DPRD dapat
meminta penjelasan dari dinas koperasi, memberikan apresiasi
atas kemajuan, dan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga
untuk mengawal jalannya program. Tugas Sekretariat memasilitasi

rapat bersama mitra.
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[su Regional/ Daerah

Sumatera Barat merupakan bagian terintegrasi dari perekonomian di
Pulau Sumatera. Perekonomian Provinsi Sumatera Barat jika
dibandingkan dengan perekonomian skala regional Sumatera dalam 1
dekade terakhir memperlihatkan posisi berada pada papan tengah.
PDRB Perkapita Harga Konstan Sumatera Barat berada pada peringkat
4 terbawah dari 11 provinsi yang ada di Sumatera dan di atas
Bengkulu, Aceh dan Lampung. Untuk provinsi yang dikategorikan kaya
di Sumatera adalah Kepulauan Riau dan Riau. Selanjutnya, Berkenaan
dengan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu sepuluh tahun
terakhir di Sumatera Barat memperlihatkan perkembangan yang biasa
saja yang tidak menonjol dibandingkan dengan provinsi lainnya di
Sumatera. Tingkat pengangguran di Sumatera Barat tergolong tinggi
dalam 1 dasawarsa terakhir berada pada posisi kedua tertinggi setelah
Kepulauan Riau. Di samping itu persentase pekerja formal yang ada di
Sumatera Barat berdasarkan perhitungan yang dipublikasikan Badan
Pusat Statistik (BPS) berada pada peringkat ke 3 terakhir di atas
Bengkulu dan Provinsi Lampung. Di samping itu, permasalahan
industrialisasi di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2000
memperlihatkan keadaan yang memprihatinkan dimana terjadi de-
industrialiasasi yang bersifat prematur yang makin lama proporsinya
dalam PDRB semakin mengecil. Catatan sementara yang dapat
dijelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat saat ini menghadapi kondisi
dengan pendapatan perkapita yang rendah, dengan pertumbuhan
ekonomi yang biasa-biasa saja, namun memiliki pengangguran yang
tinggl serta proporsi tenaga kerja formal yang rendah dan terjadinya
de-industrialisasi yang prematur dengan keadaan semakin rendah.
Namun dalam permasalahan demikian. Provinsi Sumatera Barat
adalah provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang
rendah pada peringkat ketiga terendah di Sumatera di atas Kepulauan
Riau dan Bangka Belitung.
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4. Isu Perangkat Daerah

a.

Optimalisasi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam meningkatkan kualitas
dan efektivitas pelayanan perangkat daerah, misalnya melalui
dukungan administrasi, logistik, dan koordinasi.

Sinkronisasi dengan RPJMD.

Renstra Sekretariat DPRD harus selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra
Perangkat Daerah lainnya. Ini melibatkan pemetaan isu-isu
strategis, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang relevan
Penguatan Kelembagaan.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam menguatkan kelembagaan
perangkat daerah melalui pengembangan SDM, peningkatan
kualitas sarana prasarana, serta peningkatan koordinasi antar
lembaga. Selain i1tu salah satu penguatan kelembagaan di
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan
perubahan struktur organisasi yaitu dari Tipe B menjadi Tipe A,
dan juga pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan sesuai
usulan analisi jabatan (anjab).

Peningkatan Kompetensi SDM.

Sekretariat DPRD dapat mendukung peningkatan kompetensi SDM
perangkat daerah melalui pelatihan, pengembangan karir, dan
pemberian insentif.

Optimalisasi Pemetaan Isu dan Rumusan Permasalahan.
Sekretariat DPRD perlu melakukan pemetaan isu strategis dan
rumusan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Hal
in1 akan membantu dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan
indikator kinerja yang lebih tepat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, sehingga

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Namun saat ini
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Sekretariat DPRD sangat membutuhkan tenaga administrasi
perkantoran, agar kualitas pelayanan administrasi menjadi
optimal.

Peningkatan Kualitas Koordinasi.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam meningkatkan kualitas
koordinasi antara DPRD dengan perangkat daerah lainnya,
termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Sekretariat DPRD dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelayanan perangkat daerah, misalnya
melalui pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).
Pengawasan dan Evaluasi.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta

terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD 2025-2029

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang
hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan dan merespon i1su strategis daerah yang
dihadapi. Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat mengacu pada tujuan dan sasaran provinsl sesuail
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-
2029, dimana Sekretariat DPRD berperan dalam mewujudkan visi
“Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan” pada misi ke-8 “Tata
Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif” dengan
tuyjuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Tranparan,
dan Pelayanan Publik Yang Efektif”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan jangka
menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029
adalah “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”
dengan Indikator Kinerja “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap
Pelayanan Sekretariat DPRD”

3.2. Sasaran Renstra PD 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sasaran dirancang
indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat adalah “Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD” Ik “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD”
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025-2029 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

NSPK dan Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-
Sasaran Indikator Indikator
REUMD yaig T Eujpan Sasaan Sassran 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Relevan
Memngkatnya Meningkatnya Nilai Meningkatnya Nila1 80,01 80,05 80,10 80,15 80,18 80,20
Kualitas Organisasi Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas
Layanan yang Kinerja Kinerja Kinerja OPD
Publik dan Akuntabel Organisasi
Kinerja
Keuangan Terwujudnya Tingkat Meningkatnya Tingkat 91,24 91,35 91,36 91.37 91,38 91,40
Daerah Dukungan Kepuasan Dukungan Kepuasan
Pelaksanaan Anggota DPRD  Pelaksanaan Anggota DPRD
Tugas dan terhadap Tugas dan terhadap
Fungsi DPRD Pelayanan Fungsi DPRD Pelayanan
Sekretariat Sekretariat
DPRD DPRD

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, strategi dimaksud merupakan pemilihan
dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam
mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan
program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan
lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan
dalam mencapai visi, misi dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi,
sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan
daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM.
Sekretariat DPRD bertanggungjawab melayani tugas dan fungsi DPRD
dengan tujuan agar Lembaga DPRD bisa melaksanakan tugas dengan
maksimal. Secara tidak langsung dalam melaksanakan tugas, DPRD
akan beririsan dengan komponen pemerintahan dan masyarakat.
Terhadap komponen pemerintahan DPRD Provinsi Sumatera Barat

akan bermitra dengan OPD terkait sesuai dengan bidang-bidang komisi
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yang telah ditetapkan. Kemudian Lembaga kemasyarakatan, DPRD
akan beririsan dengan kelompok masyarakat ataupun organisasi
masyarakat. Dengan demikian hal tersebut akan menjadi bagian tugas
oleh Sekretariat DPRD sebagai media informasi dan hubungan dengan
masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi dan integrasi yang
jelas antara DPRD dengan Organisasi Pemerintahan ataupun
Organisasi Kemasyarakatan.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
dan administrasi keuangan DPRD

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan
berhubungan langsung dengan kenyamanan anggota DPRD dalam
melaksanakan aktivitas kedewanan. Termasuk di dalamnya
administrasi rapat-rapat, perjalanan dinas dan administrasi keuangan.
Dengan ditingkatkannya kualitas pelayanan ini, diharapkan bisa
memberikan kenyamanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan
aktivitas kedewanan.

Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD merupakan tugas
pokok Sekretariat DPRD. Hal tersebut tertuang di dalam Permendagri
nomor 90 tahun 2019 yang dimasukan ke dalam Program Sekretariat
DPRD.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan.
Kualitas sarana dan prasarana berkaitan dengan kesiapan sarana dan
prasarana Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada
Pemangku Kepentingan. Dengan ditingkatkannya kualitas sarana dan
prasarana Kkerja diharapkan memberikan kontribusi terhadap
peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia.

Kualitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan penilaian
anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD. Peningkatan kualitas
sumber daya aparatur merupakan Amanah RPJMD 2025-2029
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Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kualitas tidak hanya dari segi
Pendidikan namun juga pada sektor pelayanan, sehingga sumber daya
yang berkualitas adalah sumber daya aparatur yang melayani.
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah
dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.
Fasilitas penyelenggaraan rapat, risalah, dan dokumentasi merupakan
kompilasi dari sarana dan prasarana dengan sumber daya aparatur
yang melayani. Dalam hal fasilitasi diharuskan untuk memberikan
pelayanan prima mengingat DPRD selalu memaksimalkan waktu
dalam kantor dan luar kantor.

Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur
database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan
informasi melalui IT.

Ketersediaan layanan informasi dan infrastruktur database
merupakan inovasi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan
kepada pemangku kepentingan. Di antaranya adalah membangun
aplikasi aspirasi dan berita untuk masyarakat.

Meningkatkan  pengembangan  fungsi kepustakaan, dengan
memaksimalkan aset yang ada.

Peningkatan fungsi kepustakaan merupakan amanat undang-undang.
Hal ini bertujuan untuk memperluas informasi kepada masyarakat
melaluil giat membacara. Adapun Sekretariat DPRD sudah memiliki
perpusatakaan yang didukung oleh fungsional Pustakawan dan sarana
dan prasarana yang sangat baik.

Meningkatkan penyelenggaraan dan mengirimkan peserta pendidikan
dan pelatihan pegawai.

Peningkatan aparatur khusus perlu dilaksanakan sehingga aparatur
tersebut bisa memberikan pelayanan yang sesuai standar. Komitmen
in1 ditetapkan lebih banyak diterapkan karena kesalahan prosedur
yang seringkali tidak sesuai standar. Seperti contohnya adalah
pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sering diabaikan akibat

tidak tersedianya aparatur yang memiliki standar tersebut.
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3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program /kegiatan
guna tercapaianya tujuan dan strategis dalam mewujudkan sasaran, serta
visi dan misi organisasi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai
dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
Arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran
adalah sebagai berikut:
1. Fasilitasi dan Koordinasi dengan Anggota DPRD secara
berkesinambungan
Fasilitasi keuangan dan kesejahteraan DPRD
Fasilitasi Administrasi DPRD
Fasilitasi Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran
Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD

Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- e A

Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

H
-

. Fasilitasi Pembahasan Kerjasama Daerah

. Fasilitasi Tugas DPRD

bk e
N =

. Penerapan reward dan punishman untuk melahirkan Aparatur Sipil

Negara yang inovatif, kreatif berkarakter dan melayanai.

Seluruh arah kebijakan tersebut terakomodir ke dalam Permendagri
nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan

Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
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3807 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Dengan ditetapkannya arah kebijakan di atas, maka Sekretariat
DPRD berkomitmen untuk selalu berpegang dengan aturan di atasnya.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat merumuskan kegitan-kegiatan prioritas tahunan

dengan penahapan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Sekretariat DPRD

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
Standar Standar Standar Standar Standar
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

Minimal (SPM) Minimal (SPM) Minimal (SPM) Minimal (SPM) Minimal (SPM)
bagi Anggota bagi Anggota bagi Anggota bagi Anggota bagli Anggota
DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD

Berdasarkan tabel di atas tentang penahapan Renstra Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat setiap tahapnya atau setiap tahun selalu
difokuskan kepada pencapaian maksimal untuk Kkegiatan-kegiatan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pemangku Kepentingan yaitu
Anggota DPRD dan Masyarakat.

42 |



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
renstra perangkat daerah perlu disusun rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan
pendanaan indikatif.

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai
sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan
diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang
dihadapi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
1317- 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
[ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program,
kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Barat, adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
a. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

[khtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verfikasi
Keuangan Perangkat Daerah
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah.
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3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik

C.

Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

da.

b.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

S. Administrasi Umum Perangkat Daerah

da.

®© o o o

=+

> 00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat

Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

da.

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

. Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
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Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel

. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

a.
I

C.

PenyelenggaraanAdministrasi Keuangan DPRD

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

10. Layanan Administrasi DPRD

a.
b.

0

=

Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD
Fasilitasi Fraksi DPRD

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
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II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

a.

Ul

o o o

r=r

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan

Daerah

. Pembahasan Rancangan Perda

Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan

. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Tata Tertib DPRD

Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh

DPRD dan Pemerintah Daerah

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

a.
b.
C.
d.

e.

i

Pembahasan KUA dan PPAS

Pembahasan Perubaha KUA dan Perubahan PPAS
Pembahasan APBD

Pembahasan Perubahan APBD

Pembahasan Laporan Semester

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

a.

. o o

®

=

7o

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan

Hukum

. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pengawasan Penggunaan Anggaran

. Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

d.

b.

Orientasi DPRD

Pendalaman Tugas
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c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
f. Penyusunan Program Kerja DPRD

g. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
S. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
c. Pelaksanaan Reses
d. Sosialisasi Rancangan Perauran Daerah
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
a. Penyusunan Kode Etik
b. Pengawasan Kode Etik
7. Pembahasan Kerjasama Daerah
a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama
Daerah
b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
8. Fasilitasi Tugas DPRD
a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

0

d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
Penetapan indikator kinerja program bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja program
yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPD tercapai.
Terdapat implikasi yang akan mempengaruhi target dan kinerja yang
ditetapkan apabila program dan kegiatan tersebut tidak dijjalankan dengan
baik. Implikasi pertama adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan
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fungsi anggota DPRD sendiri. Mengingat Sekretariat DPRD merupakan
organisasi perangkat daerah yang bertugas melayani kebutuhan anggota
DPRD dalam menjalankan aktivitas kedewanan, maka sudah tentu akan
memberikan dampak yang buruk apabila program dan kegiatan tidak
dijalankan dengan baik seperti gagalnya pelaksanaan rapat-rapat yang
berdampak ke dalam pelaksanaan rapat. Hal tersebut berdampak global
ke pemerintahan provinsi Sumatera Barat sehingga program dan kegiatan
tersebut hasrus dijalankan dengan baik. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tertuang pada tabel di
bawah ini:
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Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

NSPK dan Sasaran

RPJMD yang Relevan Tjvan Sasaran Outcome Cutput Indikator Program dan Kegiatan Ket
Meningkatnya Kualitas | Meningkatnya Meninglkatnya Nilai Alkuntabilitas Persentase ketercapaian

Layanan Publik dan Organisasi Akuntabilitas Kinerja OPD penunjang urusan pemerintahan

Kinerja Keuangan yang Kinerja Organisasi daerah provinsi PROGRAM PENUNJANG

Daerah Alnuntabel URUSAN PEMERINTAH

Persentase penyelenggaraan
administrasi umum DPRD yang
difasilitasi

PROVINSI

Persentase sinkronisasi
perencanaan dan pelaksanaan

kinerja perangkat daerah

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah Dolkumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinas: Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinenja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Peranglkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase tertibh administrasi
keuangan

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaj dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen

Penatausahaan dan Pengujian/
Verifikasi Kenangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian /Verifikasi
Keunangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan,/ Semesteran SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Trivulanan /Semesteran SKPD

Persentase tertib administrasi
BMD

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
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NSPK dan Sasaran
RPJMD yang Relevan

Outcome

Output

Indikator

Program dan Kegiatan

Ket

Jumlah Dokumen Pengamanan
Barang Milik Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah dokumen laporan
penatausahaan barang milik
daerah Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Mihk
Daerah pada Perangkat Daerah

Perzentase Tertib Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Adiministrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Aparatur yang
mengikuti pendidikan dan
pelatthan, bimbingan teknis,
Sosialisasi dli

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Persentase Tertib Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Admimustras: Umum Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga vang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Pengpgandaan yang

Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang
Dizediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Fasilitasi Kunjungan Tamu
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NSPK dan Sasaran
RPJMD yang Relevan

Sasaran

Outcome

Output

Indikator

Program dan Kegiatan

Ket

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultas:
SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKFPD

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD

Persentase ketersediaan BMD
sesual dengan perencanaan

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Bara

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan yang
Disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

Pengadaan Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya yang
Dizediakan

Pengadaan Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
yvang Disediakan

Penpgadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Persentase Ketersediaan Jasa

Penunjang Urasan Pemerintah
Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komumkasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listnk
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NSPK dan Sasaran
RPJMD yang Relevan

Outcome

Output

Indikator

Program dan Kegiatan

Ket

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Dizediakan

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
vang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Persentase BMD dalam kondisi
baik

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajalmya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yvang
Dipelihara dan Dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biayva Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Mebel yang Dipelihara

Pemeliharaan Mebel

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya vang Dipelihara

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara /Direhabilitasi

Pemeliharaan, Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan [Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yvang
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan,/ Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Persentase Layanan Keuangan
dan Kesejahteraan DPRD

Layanan Keuangan dan
Kesejahteraan DPRD

Jumlah Angpota DPRD yang
Menerima Hak Keuangan DPRD

Penyelenggaraan Administrasi
Keuangan DPRD

Jumlah Palket Pakaian Dinas
dan Atribut DPRD yang

Disediakan

Penyediaan Pakaian Dinas dan
Atribut DPRD

Jumlah Orang yang Mengilouti
Medical Check Up DPRD

Pelaksanaan Medical Check Up
DPRD
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NSPK dan Sasaran

RPJMD yang Relevan Tjvan Sasaran Outcome Cutput Indikator Program dan Kegiatan Ket
Persentase Layanan Administrasi Layanan Administrasi DFRD
DPRD
Jumlah Dokumen Hasil i y
Penyelengearaan Administras: :';Eﬂyelenggar?jagﬂﬁadﬂumstras:
Keanggotaan DPRD eangeo
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi e :
Fralksi DPRD Fasilitasi Fralksi DPRD
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi SRR —
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi I::m'.a_pat Koordinasi dan
Konsultasi DPRD
DPRD
o Ericet e bihan Penyediaan Kebutuhan Rumah
Rumah Tangga DPRD yang Tan DPRD
Disediakan i
Terwujudnya Meningkatnya Meningkatnya Ketepatan Penetapan Perda APBD
Dukungan Dukungan Kualitas Tahun N
Pelaksanaan Pelaksanaan Persidangan dan
Tugas dan Tugas dan Fungsi Kajian Peraturan Persentase Penetapan Ranperda PROGRAM DUKUNGAN

Fungsi DPRD

DPRD

Perundang- g PELAKSANAAN TUGAS DAN
Undangas el FUNGSI DPRD
Persentase Pengawasan
Penyelengearaan Pemerintah
I-E:i::].itas - Persentase Pembentukan Perda Pembentukan Perda dan
Pe dan Peraturan DPRD vang
nganggaran dan Difasilitasi Peraturan DPRED
Pengawasan

Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan dan Pembahasan
Program Pembentukan
Peraturan Daerah

Penyusunan dan Pembahasan

Program Pembentukan
Peraturan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan Rancangan Perda

Pembahasan Rancangan Perda

Jumlah Dokumen Kajian
Perundang-Undangan

Penyelenggaraan Kajan
Perundang-Undangan

Jumlah Dolkumen Hasil

Penyusunan Penjelasan atau
Keterangan dan/atau Naskah
Akademilk yang Difasilitas:

Fasilitasi Penyusunan Naskah
Akademik

Jumlah Dokumen Tata Tertib
DPRD yvang Disusun

Penyusunan Tata Tertib DPRD
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NSPK dan Sasaran
RPJMD yang Relevan

Sasaran

Outcome

Output

Indikator

Program dan Kegiatan

Ket

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Paraturan Daerah

yvang Dilakukan Bersama oleh
DFRD dan Pemerintah Daerah

Soszialisasi Peraturan Daerah

vang Dilakukan Bersama oleh
DPRED dan Pemerintah Daerah

Persentase Pembahasan Kebijjakan
Angearan yang Difasilitasi

Pembahasan Kebijakan
Angparan

Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan KUA dan PPAS

Pembahasan KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen Hasil

Pembahasan Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS

Pembahasan Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan APBD

Pembahasan APBD

Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan Perubahan APBD

Pembahasan Perubahan APBD

Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan Laporan Realisasi

Pelaksanaan APBD Per Semester

Pembahasan Laporan Semester

Jumlah Dokumen Hasil

Pembahasan
Pertangpungjawaban APBD

Pembahasan
Pertangpungiawaban APBD

Persetase Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
vang difasilitasi

Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang
Pemernntahan dan Hukum

Penpawasan Urusan

Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang
Infrastruktur

Pengawasan Urusan
Pemernntahan Bidang

Infrastruktur

Jumlah Laporan Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Pengawasan Urusan
Pemernntahan Bidang
Kesejahteraan Ralyat

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Perekonomian

Pengawasan Urusan
Pemenntahan Bidang
Perekonomian
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NSPK dan Sasaran
RPJMD yang Relevan

Outcome

Output

Indikator

Program dan Kegiatan

Ket

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang Sumber
Daya Alam

Pengawasan Urusan

Pemenntahan Bidang Sumber
Daya Alam

Jumlah Dokumen Hasil

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil
Pemenksaan Laporan Keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pengawasan Tindak Lanjat
Hasil Pemenksaan Laporan
Keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan

Jumlah Dokumen Hasil

Pengawasan Penggunaan
Anggaran

Pengawasan Penggunaan
Anggaran

Jumlah Rekomendasi Hasil
Pembahasan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah

Pembahasan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah

Persentase Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas DPRD
vang difasilitas:

Peningkatan Kapasitas DPRD

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Onentasi
DPRD

Orientasi DPRD

Jumlah Dokumen Hasil
Pendalaman Tugas DPRD

Pendalaman Tugas DPRD

Jumlah Orang dalam Kelompok
Palkar dan Tim Ahl

Penyediaan Kelompok Pakar
dan Tim Ahli

Jumlah Tenaga Ahh Fraksi

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Jumlah Dokumen Hasil

Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat

Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat

Jumlah Dokumen Rencana
Kerja DPRD

Penyusunan Program Kerja
DPRD

Jumlah Dokumen Publikas: dan
Dokumentasi DPRD

Publikkas: dan Dokumentasi
DPRD

Persentase Pelaksanaan
Penyerapan dan Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat yang
difasilitasi

Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil
Kunjungan Kerja DPRD

Kunjungan Kerja dalam Daerah

Jumlah Dokumen Pokok-Pokok
Pikiran DPRD vang Disusun

Penyusunan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD
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NSPK dan Sasaran
RPJMD yang Relevan

Outcome

Output

Indikator

Program dan Kegiatan

Ket

Jumah Dokumen Hasail
Pelaksanaan Reses

Pelaksanaan Reses

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Rancangan Peraturan

Daerah

Sosialisasi Rancangan
Peraturan Daerah

Persentase Pelaksanaan
Penyusunan dan Pengawasan
Kode Etik

Pelaksanaan dan Pengawasan
Kode Etik

Jumlah Kode Etik dan Tata
Beracara DPED

Penyusunan kode Euk DPRD

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Kode Etik DPRD

Pengawasan Kode Etik DPRD

Persentase Kerjasama Daerah
yvang difasilitasi

Pembahasan Kerjasama
Daerah

Jumlah Dokumen Rekomendasi
Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan
Koordinasi Persetujuan
Kerjasama Daerah

Fasilitasi, Verifikasi, dan
Koordinasi Persetujuan Kerja
Sama Daerah

Jumlah Dokumen Bahan

Komunikasi dan Publikasi yang
disusun

Penyusunan Bahan
Komunikasi dan Publikasi

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi
untuk Pimpinan dan Alat
Kelengkapan Kedewanan

Fasutas: Tugas DPRD

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Tugas DPRD

Koordinasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Tugas DFRD

Jumlah Laporan Fralesi, Alat

Kelengkapan dan Kinerja DPRD
vang Disusun

Penyusunan Laporan Kinerja
DPRD

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Badan Musyawarah

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Badan Musyawarah

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Fasilitasi Tugas Pimpinan
DPED

Jumlah Dolumen Hasil
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Panitia Khusus

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Panitia Khusus
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Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD

RENCANA S5TRATEGIS TAHUN 2025 -2029

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Bidang Urusan/ Program/

Target dan Papu Indibcanf Talun

- Indit-ator outcame Bezaline
Qutcomae/ Kegiatan/ Sub R 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kegatan
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagna Target Pagua Target Pagu
Bidang nsan Sekretariat DPRD 163.471.575.135 150.678.T01.013 149.169.655.879 147.608.976.301 148.927.495.909 149.984.531.946
Persentass
ketercapaian
PENUNJANE WIS 1007 100%% 1040% 100% 100% 1007 10
pemerintehan
PROGRAM PENUNJANG - et
URUSAN PEMERINTAH i 97.6T8.376.026 99,857 127.906 101.354.984. 824 102.875.309.596 104.418.439.240 105.984. T15.830
PROVINSI Pereentuss
penyelenggnrann
b ket rmad 100755 100¢% 1040% 10:0% 100 1007 10
DPRD yang difasilitasii
Perencanamn, Persentmse minbronisesi
Penganggaran dan perencanasn dan
Ponhanei Kineod o kinexj 85% B85% 285.193.900 BS% 306,675,000 B5% J38.577.654 B5% 344.541.268 85% 360.882.230 B5% 362,261,388
Perangkat Deerah perangkat dastah
Penprusunsn Deloymen Jumlah Dalosmen 5 5 6 ; 5 . 5 5 _ P
Perencensan Peranglat Perencanaan Peranglat Diala Dl 109.480.200 Dl 104 915.000 Dl 115.829.052 Dhel 117.869.233 Dl 123.459.555 Tl 123.931.372
Daerah Daarsh
Jumish Laporan
Capman Knera dan
Eoordinas dan khtizar Fealicasi
Capaian Kiner) d;:':' [.apﬂl'.l Eﬂaﬂd-n 3 3 55.988.000 3 65.880.000 3 T2.733.336 3 T2.014 441 3 Ti.224.810 3 T1.821 081
& an 35988, JBRO. 733 14 - 7821
chti Realicasi Kineria Koords Penyusu Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
SKPD Laporan Capsian Kmerjs
dan [khiizar Faalizas
Kinerja SKFD
. . Jumlah Laporan
Evalusai Kiners - - 4 4 N 4 4 = F 4 = 4 e 4
Pevanslent T i E::Jum Kinenga 1 1 115.725.000 ! ey 135.880.000 Lagaowas 150.015.266 L sveureais 153.657.5594 T 159.897.865 Lap 160.508.935
angkat Desrah
Adminintrasi Keuangan Parpentnne tertib
Pe kat D } 3 i 100754 10086 13.533.954. 734 100%%: 14.590.907.664 100 15.031.040.303 100% 15.205.792.962 100% 16.021.244.530 1008 16.082.471.803
. Geii dan Jumlah Orang yang 8BS B9 89 B9 89 89 89
T E. ﬁsﬁl Menenms Gap dan Drang/ Orang/ 12.431.503.224 Crang/ 13.509.225.164 Crang/ 13.826.832.998 Crang/ 14.080.551.215 Creang 14.748.366.084 Crang/ 14.804 728887
i SO Tunjangan ASN Eulan Bulan Elulan Bulan Bulan Euilan Bulan
Pelakesnmsn Jumlsh Delasmen
Penatauzshsan dan Penatausahasn dan 10000 10000 & 10000 = 10000 = 10000 10000 10000
Pengujian /Veriflkasi B jian,/ Verifi Dl Dal 979.842.500 Dal 971.882.500 Dol 1.073.985.078 Dol 1.091.884 345 Dok 1.143.670.428 Dl 1.148.041.113
Esuangan SKEFD Esusngan SEFD
Jumish Laporan
e Keuangan Bulanan/
Koordinas: dan Trivulsnan { Semacteran
Keangan Bulansn/ Fotm e T | B | T 122609000 | | 2 109.800000 | , -2 121222227 | , 12 123357402 | 4 12 120208018 | 4 12 129.701.803
Trivailarnmae / Sermne cteram L por
SEFD Bulanan, Triwulsnan /
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Target dan Papgu Indikcanf Talhun
Bidang Urusan/ Program/ Indil Baseli
o My S0k o] 2025 2026 2027 2028 2029 2030
e b output 2024
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Targst Pagu Target Peagu Targat Pagu
¥ Persentase tertib
Milik Daerab pada it ek 100%% 10056 5921.406.000 100% 1.033. T02.000 100% 642.439.510 100% 653.T55.263 100% 684.7T61.682 100%% 6BT.27B.587
Peranglkat Deerah 2pad
Jurmnlah Deoloamen
Pengamansn Barans Ll 12 12 12 - 12 12 12 12
o h SEPD Fmpgm.rmlgm t 1 art 458 796, 000 Laporan 997.592.000 Laporan 602.573.075 1 A 613.186.633 P 642.268.956 Eaiian B4 . 7I34T0
Jumlah Laporan Hasil
dan P-ugmﬂ.hu\ Barang mm dan 12 12 22.610.000 12 22,610,000 12 24.962.063 12 25 401.737 12 26.606.495 12 26.708.175
Milik 3 I ls SEPD oo Laporan Laporen T Laporan L Laporan R Laporan e Laporan e Laporan Rt
Milil: Disevah pads SEPD
Eﬂ: Dasrsh pads ‘ILF'“““ penatausahasn 12 12 12 13.500.000 12 14.904.372 12 15.166.893 12 15.886.231 12 15.946.942
Bermmient Dinpirni barang milik dasrah Doloamen Doloumen Dolaymean T Doloumen T Doloumen ’ Doloumen . Doloumen T
Perangkat Dasrah
Persentase Tertib
Adiministrasi A dministrais
HEepegawaian Perangkat K Z 1005 100%% 1] 100% 113,000, OO 100 %% 122.547.060 100%% 124.7T05.5T0 100°% 130,620,127 1005 131.119.308
Daerah Peranghat Daerah
Pengadasn Palsian Thinas Jurmniah Paket Pakaian
Becerta Atribut Dmnas Beserts Atmibut 192 Stel 199 Sl 0 199 Stel 111.000.000 199 Stel 122 547 060 199 Stel 124 705570 199 Stel 130.620.127 199 Stel 131.119.308
Eelengkapannya Eelengiapan
Jumish Aparatur Fang
Pandidikan dan Pelatthan mengikut pandidilan
Pegawai Berdasarkan dan pelatihan, 10 Crang LH o o 0 0 0
Tupss dan Fungsi bimbingan teloie
So=sializas dil
Adiminintrasi U Persentase Tertib
Pe D mmﬂ] Administras Umwm 100% 100°% 6.805.217.664 100% 9.745.143.976 1002 B.BB8.233.617 100G 9.044.T88.543 100% 9.473.T66.36T 100%% 9.509.971.596
s Peranghkat Deerah
Penyedisan Komponen Fumilak | 'Ilim';
Instalacs Komponen
% F Listrik/ Penerangan 20 Paket 20 Paket S0.697.000 20 Paket S0.697.000 20 Paleet 100.131.988 20 Paleet 101.895 685 20 Palet 106728411 20 Paket 107.136.287
Ennmd-n-.nh: b ilnil'm'm";m' Ba.ngmn Kantor yang
Chzedigkan
. «Jumlah Peket Peralatan
g;;m] I P'E“’lm]: dan dan Parlenglapan 5 Palost 5 Pakst 99_800.000 5 Paloet 99.800.000 S Paket 110.181.951 S Paicet 112,122 665 5 Paket 117.440.438 5 Palkat 117.889.251
Kantor yans Dizecdislean
B % Peralatun Jurmnlah Pabret Peralatan
P BT, Fumah Tangea vang 7 Palet 7 Paket TTO28T 582 7 Paket 1.540 575 164 7 Paket 830,549 878 T Palket 9456.940.330 7 Paket 991 851 983 7 Paket o5 642474
: Bal Jurmlah Palost Balaw
I[ o Emﬂ Kml e Logistile Kantor vang 85 Paket BS Pabet 1.100.386 456 BES Pakat 2.200.772.912 B85 Palrat 1329 327 522 B3 Paleet 1 352 741935 B5 Paleet 1416900018 BS Paket 1.422 314 BEE
B 5 B Jumlah Paket Barans
Cetakan dan E-el:.ui:.a.ndan! 20 Paket 20 Palkmt 518.036.500 20 Palkmat 518.0236.500 20 Palcet 571.926.580 20 Paloat 582.000.339 20 Paket 609.603.553 20 Paks 611.933.232
S 036, 036, G265 : : . o t ;
Pangeandasn ; =NEE
[hzedigkan
Jumlah Dalosrmen
Pt Wt i Darahivan PHU.:E:.ng— 24 22 250.000.000 2 250.000.000 | _ ]22 276.006.893 22 280.868.403 22 294189479 22 295.313.762
Perundang-Undangan Undangan yang Delaan i R I ' R : - ' S : e
Disedial
ey 3 Jumlah Laporan
Fasibitasi Kungjungen R - 1280 1280 1280 1280 = 1280 1280 = - 1280 -
T ;n.*.fh.tas:. Kunjungsn I 1 1.476.100.000 I L 1.476.100.000 L = 1.629.655.101 I e 1.658.359.403 N 1. 737012 365 K 1.743.650.584
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RENCANA S5TRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

_ Target dan Papgu Indikcanf Talhun
Eﬂu'd mmﬂjuﬁmi ulfml - Fﬂmuh‘ Indikator outcame / Baselne
. ourtpaat 2024 2025 2028 2027 2028 2028 2030
Eesintan
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Targst Pagu Target Peagu Targat Pagu
Peroyelenpravamn Batl Puiyalasgprans Rigat 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Koordinas dan Konsultasi Koardinasi dan 1.800.763.326 iy 2. 837822400 Tascwin 3.133.034.179 3188218591 Lap 3.3309.429.985 Ko 3.352.192.052
S Konsultasi SKFD
. Jumlah Deolosmen
Penatausahasn Arzip . 635 625 625 625 525 = 625 = 825
Di - 1s SEPD E:mtausahm Arsip Dl Dol 46 6546 800 Dl B7.840.000 Dl 96.977.782 Dl 98.685.922 Dl 103.365.415 Dl 103.761.443
Jumlah Deloaamen
Dukungan Pelaksansan Thal Pelal
Eia i Sistem Pemerintahar . * 643.500.000 2 643.500.000 A 710.441.743 4 722.955.270 4 757.243.720 = 760.137.625
SHPD B“h“'; Elelcronik
Pengadaan Barang Milik Persentase
Daerah Penunjang ketersedisan BMD
U P intal e 10073 100%% 6.649.180.635 100%: 3.412.583.235 100% 3.325.974.959 100 %s 3.384.6557.77T 1007 5.045.081.179 100%% 3.558.629.167
Daerah pPErEnOoAnANT
Pengadann Hendsrann "J"mhhp Emnl:l.'_nrnnn I
Perorangan Dinss atau Kend D 1 Unit 1 Urut 3.636.739.000 4 Unit 1.500.000.000
Kendaraan Dinss Jabatan Jab
atarn Earu
Jumlah Umat Eendaraan
Kendernnn Dhines Cperasional atau .
[inas Operasional atau 1 Umt - 1 Uit 400.000.000
Lapangsan yang
Lo gz Dizediaban
Pengadann Mebel f‘;?;hh i Pﬂkﬁl-l Mebel 15 Faket 15 Paket 1 010025 056 15 Paket 1.010.025.056 15 Palret 1.115095.512 15 Falwet 1,134 736 501 15 Paleet 1_1B8 554 9844 15 Palket 1.193 087 201
Jumlah Unit Peralatan
Pmm Peralatan dan dan Mesin Lamnmys yang 10 Ut 10 Ut 1.300.365.000 10 Unmt 1.300.365.000 10 Uit 1.435.638.816 10 Umat 1460925768 10 Unat 1.530.214.813 10 Unat 1.536.062.728
Mezm Lainmya Dhizedial
Jumlah Unit Gedung
Pengndaan Gedung Kantor atau Bangunan . . . . : . .
Kantor atau Bangunan . 1 Uhnat 1 Urux 74858 400 1 Uruk 72.000.000 1 Urut 82.802.068 1 Unut 84 260521 1 Unak 8B.256.843 1 Unat BB.594.128
Lainnya ot f- 1 FEOE
Jumlah Unit Sarans darn
Pengadaan Sarens dan Prasarana Gedung
Prassrana Gedung Kantor Kantor stau Bangunan 2 Ut 2 Ut 191.907.900 2 Urut 191 907 900 2 Ut 211.871.613 2 Uit 215.603 462 2 Umat 225.829.141 2 Umat 226602176
pinu Bangunan Lamma Latnryrs yang
Disedial
Penead 5 dun Jumlah Unit Sarans dan
Prassrana Pendulning Prasarana
Cnd robdeamapanan Gedung Kan:tn-r ata 1 Ulrue 1 Urni 435 285379 1 Unit 435 285279 1 Unir 480 566950 1 Unit 489 .031.5325 1 Urk 512 235 308 1 Upat 514182934
Penyediasn Jass Fu'—“nhui J
Penunjang Uhrnsan Pen g 10025 10085 16.702.005.868 100% 17.268.821.306 100% 19.065,.254.890 1005 19.401.065.108 100% 20.321.273.248 10 20.398.882.445
- unjang Urnssn
Pemerintah Dusrah P intah D }
- Jumlah Laporan
Ponywediaan Jasa Surat . 12 12 i2 12 12 12 = 12
M. . Fﬂq.redm.:.n Jaza Surat 1 L 113136 000 Laicran 113126000 Lmvoran: 124 5894 233 Lap 127 094 075 Lap 133.121 915 Lap 133.630.657
Jumliah Laporan
R, Saisee ity W A 3= 2.861.841.840 = 2.861.841.840 e 3.159.552.303 12 3.215.203.798 33 3.367.695.051 2 3.380.565.136
ﬂa;’aﬂ:r&:ihsﬂmk D Air dan Tistril Laporan Laporan R . Laporan . . Laporan . . Laporan i Laporan = Laporan T .
yeng Disediakan
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RENCANA S5TRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Target dan Papu Indibcanf Talun
Bidang Urusan/ Program/ Indil Baseli
o My S0k mdne ] 2025 2026 2027 2028 2025 2030
e b output 2024 =
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagna Target Peagu Target Pagu
Peralatan &.I‘:!m Peralatan dlim 2 20 1.697.772.216 20 1.697.772.216 20 1. 874 387 340 20 1907 402 289 =0 1 997 866901 20 2005 502 009
Fisienal Kant Perlens) Wi Laporan Laporsn Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
yveng Disediskan
vJumlah Laporan
Penywdiaan Jasa Perpedinan Jasa 13 13 13 o i3 13 13 13
Pl Umum Fant Pl Urtien I 1 - 12.029 265 812 L 12.5596.081.250 T i 13906421 024 i 14151 364 945 Lap 14.822 538 381 L 14 879 184 643
Kantor yang Diseclislesw
Pemeliharasn Barang
MLk Duersh Pecwjeng Pesseutase HMD delam 100% 100% 9.064.355.3256 100% 9.270.855.326 100% 8.739.157.191 100% B.526.640.644 100% 5.285.341.606 100% 7.262.332.284
Urusan Pemerintah kondisi beik
Dmernh
Penyedinan Jaza Jumlah Kendaraan
Pemeliharann Bisys Perorangsan [Dinse st
Pameliharaan L - . " ——— - R R : ”
dan Pagak Kmda:aan[hna-_r. : 7 Unit T Unit 149 500,000 7 Unit 149.500.000 7 Ut 165.052.122 7 Unzt 167.959.305 T Unit 175.925 308 T Unat 176.597.629
Eendarasn Pevorangan Jabatan vang Dipelihers
[ines stau Kendarsan dan Dibayarkan
Chnas Jabatan Pegakng=
Penyedinan Jacs Jumlah Hendarsan
Pemelihavaan Bisya [hnes Operasional aten
Pemelhiharaan, Pajak dan Lapangan yang . & ; ; ; 2 T ” ]
P i B Dhiplil T 57 Umk 57T Urit SEE 700 000 57 Unit S88_700.000 57 Unie 1102592 338 57 Uinit 1 122 013099 57 Linut 1,175 228 134 57 Unit 1179719421
Dhnas Operaoonal sten Dhbayarkan Pajak dan
Lepangan Perisinsnnys
- Jumlah hMebel yang . . - , . 5 B B .
Pemeliharaan Mebel Mhipeklhara &0 Umt 60 Unat 206.500.000 80 Unnt 413.000.000 &0 Uik 249,453 388 &0 Unat 253.857 368 &0 Ut 265.897.360 60 Ut 266.913.521
Pemelibharaan Peralatan Jurnish Peralatan dan
dar Maxi ; Mezin Lainnya yang 110 Ut 110 Ut 1658.040.000 110 Ut 165.040.000 110 Ut 185.520.743 110 Uhnat 188.768.505 110 Unak 197.742 309 110 Ut 198.495.097
esity Leinwys P
Dipelihara
Peu:iﬂll:l.a.ma.n,u" Jumilah Gedung Kaﬂu:lr
Rehmbilitasi Sedung dan Bargunan Lainoys 1 Unmit 1 Unit 3.911.364 228 1 Unit 3.911.364.228 1 Unit 3.028.631.239 1 Unit 2.715.531.042 1 Unit 1.198.621 673 1 Unit 1.703.202.361
Eantor dan Bangunan YVEOE
Lai Dinelil Direhabilitasi
Permelil /Rehabilitasi Jurmlah Enau;nu:;n
m&dﬁﬁw Kantor atay Bangunan 1 Unit 1 Unit 2.257.551.996 1 Unit 2.257.551.996 1 Unit 2.492.399 653 1 Unit 2.536.300.103 1 Unit 1 656.592.152 1 Unit 2.162.923.077
[hpelhara/ Dwrehsbilitas
Pemehharaan/ Jumlah Serana dan
Fehabilitazi Sarana dan Prasarans Penduloung
Prassrans Penduloung Cedung Hantor ateu 2 Unit 2 Uit 1.372.699.101 2 Unit 1.372.699.101 2 Unit 1.515.497 658 2 Unit 1.542 1912322 2 Unit 615.334 539 2 Unit. 1.574.47T8.17T8
Gedung Fantor atan Bangunan Leammmys yang
Bangunan Lammys Dipebhhara | Divehakbilitast
K s i Parsentase Layanan
l"““ . ht DPRD Keuangan dan 100%% 100%% 43.398.996.600 100% 4.3.298.996,600 100% 44 408.578.958 100 45.292.310.888 100%% 46.250.085.950 1007 47.143.004.980
Eesejahteraan DPRD
Penpyelenggaraan Jumilah Angpota DFED 65 65 [ B3 65 85 65
Admimastras: Ksuangan yang Menerima Hak Orang/ Crang/ 41.713.806.600 Chrang/ 41.713.806.600 Crrang/ 42.548 082 732 Chrang/ 43 399,044 388 Crang/ 44 267.025.273 Crang 45.152.365.779
DPED Esuangan DFRED Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
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RENCANA S5TRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Target dan Papu Indibcanf Talun
Bidang Urusan/ Program/ Indil Baseli
Qutcomae/ Kegistan/ Sub — 4 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kesiatar output 2024 =
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagna Target Peagu Target Pagu
. ’ ; Jumlsl Palret Palrsiss
w orme w Dinks | nce don Atribut DPRD | 65 Paket | 65 Paket 1.486.940.000 | &5 Paket 1.486.940.000 | 65 Paket 1.641.622.760 | 65 Paket 1.670.537.857 | 65 Paket 1.749.768.421 | 65 Paket 1.756.455.389
veng Disediakan
Plalnlewmitgon Jliianat Jumlah Orang yang _
Check Up DPRD Manglout Medical 65 Orang B5 Orang 158.250.000 65 Orang 198.250.000 65 Orang 218 B73 465 E5 Crang 222 T2R 643 65 Crang 233292256 65 Orang 234 183 812
Check 1Ip DFRTY
ﬁ;""'p'_‘;"'“ Administrasi F‘“‘. e “_t““l w 100% 100% 718.065.800 100% T18.442.800 100% 793.180.682 100% 807.151.573 100% 845.433.322 100% BA8.664.272
Jumlah Doloumen Hasil
Peny .El.m'l. o Pempelenggaraan 65 65 65 BS =] 65 65 -
Administrasi Keanggotaan | 4 3o s il S 16.093.000 | o, 16.470.000 | p 1818333 | 18.503.610 | p 19.381.202 | p, 19.455.269
DFRD Keangeotaan DPRED
Fasilitasi Fraksi DPRD ‘;“"ﬂ‘*‘ - F;P"’] “."rlfp';ﬂn . ¥ - 7 i 95.160.000 1..1;;..: 95.160.000 upzm; 105.059.263 | . 7 106,909 748 1...; 111.980.282 1..; 112.408 229
m dmrn Konenltme) Fasihtas Rﬂp:i:n | 24 24 145 400 000 24 143 400 000 24 158 317.554 24 161 106116 24 168 747 085 24 169 391973
DEFD) Eoordinas dan Laporan Laporan g E Laporan : E Laporan : ! Laporan ; Laporan ' - Laporan ' '
Kensultasi DPRD
Juralah Paket
Penyedisan Hebutihan KEebutuhean Fumah - -
. i x e L 12 Paket | 12 Paket 463.412.800 | 12 Pskat 463.412.800 | 12 Paket 511.620.531 | 12 Paket 520.632.099 | 12 Paket 545.324.753 | 12 Paket 547.408.801
Rumah Tanggs L yang
mp;m” Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
PROGRAM DUKUNGAN ""““::'Tﬂ“t;"“ 60 60 62 65 68 70 75
PELAKSANAAN TUGAS Ranpe - 65.793.198.609 50.821.573.107 47.814.671.055 44.733.666.705 44.509.056.669 43.999.816.116
DAN FUNGSI DPRD
Persentase Pengawasan
Penyelenggaraan 100 100 100 100 100 100 100
rimtah
Peroentnse
Pembentimkan
"“"""’"""m"“ o o — % 100% 100% 25.321.681.600 100% 8.254,729.866 100% 8.608.800.064 100% 7.649.865.934 100% 7.749.153.651 100% £.003.248.583
Persturan D_ﬁ"‘_l_“l !
R s Jumlah Deloomen Hasil
Parnbahassn memmdﬂn A 1 805.672.200 ] 1.473.531.200 : 1.587.817.215 ] 1.595.391 470 A 1.672.946.517 + 1.671.311.600
Perrhenhikan Perad Program Dl Dl BT, Dl AT3.531. Dk : : Dol 295,301, Dt 572945, D B71.211.
Caerah Dln.'mhl smbantukan Persturan
Jumlah Doloamen Hasil o
Pembsahazan Eancangan 17 17 17 17 17 - 17 & = 17 i
Perd I;::I;]:nhlu.ﬁ Fancangsn Dolas Dol 5134 110000 Dol 5191 363 766 Diol 4594 D0Z 177 Dol 3615916517 Dl 3 519 106 225 Dol .77 T 335 067
Penysimpsarass Kajn o P i 5 5 190.896.000 b 367.167.000 5 355.644.202 5 397.531.511 6 416.856.277 5 £16.448 893
A tam=1nd Ksjian ang- Dl Dl 895, Diel 16T, Dial 44, el 2315 Dl ; - Dl A48
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RENCANA S5TRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Target dan Papgu Indikcanf Talhun
Bidang Urusan/ Program/ Indil Baseli
Qutcomae/ Kegistan/ Sub — 4 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kesiatar output 2024
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Targst Pagu Target Peagu Targat Pagu
za Pemprusunan Penjelasen
fq“’]‘! "‘“‘] u"‘“-"'"m"l o '“‘i “.W] : f !5 DD]E‘ 281958.000 | . ]“-' 352.746.000 | . & 380.104.720 | . IE 361917902 | [ IE 400.483.661 | o Iﬁ 400.092.278
Akademik vang
Jumlah Deloumen Tats
%‘"‘j"‘m“‘ﬂm Tertib DPRD yang o 3 i ) 414.589.400 | [ : 819.921.900 | X 883.514.440 | = 867.728.996 | o, 1 930.883.199 | : 929.973.470
Dazusiin
Jumlsh Orang yang
Sosalizas: Peraturan Menglouh Somshsan
LSO g e S it 200 S ot 18.494.456.000 [ 500 50.000.000 ke 767.717.360 v 771.379.538 &Effg 80B.877.772 CHEE”MED 808087 275
Pamerintah Dasrah DFRED dan Pemerintab
Craarsh
Persentase
"‘. mbahasun Kebijmlan ';'"”"""J"""" Hobijnlun 100% 100% 4.095.912.500 100% 4.095.912.500 100% 4.413.588.462 100% 4.434.642.239 100% 4.340.819.858 100% 4.633.785.554
Dviflon s 15 s
Jumlah Doloomen Hasl
Pembahazan KUA dan 1 1 1 1 1 1 1 S
Pembabasen KUA dan B90.046.500 890.046.500 959.077.852 963,652 862 701.099.053 997.621.760
FPAS FEAS Doloumen Diolosmen Doloamen Coloumen Diolommen Doloumen Doloamen
Jumlah Doloumean Hasil
avirinrmonpetet il Frspsisraitaoputll FOTE, i 500.640.200 | 590.640.200 | 1, 636.449.820 | o ° 639.485824 | . ° 670.572.452 | p .o 660.917.118
PPAS
Pembghasan APED J‘““"j’l, o D“hmfnm fic 1 el 1 838.583.300 | . i 838.583.300 | 1 903.623.204 | 1 907.933683 | 1 952.070075 | . 1 951.139.640
Jumlah Dolouman Hasil
Pambahazan Perubahan i i 1 1 1 i 1 !
A Pembahasan Perubahan | o s 864.016.700 | 864.016.700 | 931.029.200 | o 935.470.412 | o 960.945.417 | - o 979.986.763
Jumlah Dologmen Hasil
Pammbahazan Laporan Pembahasan Laporan 1 1 1 i i 1 - 1 1
. i L - - 89.031.700 | _ 89.031.700 | _ 95.936.933 | _ 96.394573 | _ 101080457 | _ 100.981.713
APBD Per Semester
Pernbeal Jumlah Dolasmen Hal
Portan T Pembahacan ¥ = 823.594.100 1 823.594,.100 1 §87.471.453 1 891.704.885 L 935.052.364 1 934.138.560
APEID APED
Persetase Pengawasan
£ Penyelenggarasn
Penyslengerasn e e 100% 100% 5.146.747.024 100% 5.146.747.024 100% 5.545.924.938 100% 5.572.380.203 100°% 5.843.264.253 100% 5.837.553.773
Pemerintahan yang
difasilitani
Jumlah Laporan Hasil
' o ' - 3 3 763.154.300 3 763,154,300 3 822.343.986 3 826.266.745 3 866.433.151 3 865.586.407
Pamerimtahan Pemenntahan ; ; i ¢ : ) h ; ’ 2 2. 586,
P ikl wﬂl B o dB:i:ﬂ-E Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan o
Huloimm
B T Jumlah Laporan Hasil
3 wEsar Uriicsn 3 3 3 3 3 3 2
Pamarintshan Bidang ‘hﬁp“-“?. ot o : . B46.078.000 | g = B46.078.000 | y_ = 911.699.188 | 916.048.191 | , = 960.579.044 | , 2 959,540, 294
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RENCANA S5TRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

_ Target dan Papgu Indikcanf Talhun
E&,imﬂ u:}"mﬂ m Indikator outcame / Bassline
iooma/ Kema output 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eesintan
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Targst Pagu Target Peagu Targat Pagu
E Jumlah Laporan
P e Bidang Penpgermsam. (s 3 i 828.803.900 3 828.803.900 A 893.085.321 3 897.345.532 3 940.967.213 3 940.047.629
Kassiakht Rakynt Pemerintahan Bidang Laporan Laporan pery Laporan ey Laporan ' ' Laporan ety Laporan . 3 Laporan g b
Eesejahieraan Falorat
Jumlah Laporan Has=il
Punp‘i_m.iu:. e Pengawaszan Urusan 3 3 3 3 3 3 3
Pemerintahan Bidang B . i B47.552 800 i B4T_552 800 913 288 372 Lap 917 644 956 Lap 962 253 431 961 313 044
Perekonomian : Eudang Laporan Laporan Lapor Laporan - i Laporan
Perekonomman
B shumlah Leporan Hasil
Pmmnmhafmdmg Penjgarasan Unisan 3 3 827 350.200 3 827.350.200 3 §91.518.873 3 895.771.612 3 939.316.782 4 938.398.511
Sumber Drys Alam Sumber [ Al
: Jumlah Doloomen Hasl
FE“‘?“‘“‘?‘ Tmal!: Pengmvaszan Timdak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Yot Hnxid 2 2 2 5 2 2 2
Laporan Keuangan oleh = i 1 Dol Dol 301.148.000 Dl 301.148.000 Dol 324,504 817 Dol 326.052.775 Dol 341.902.823 ol 341.568.689
Badar: P Keuangan oleh Badan
Emacipan Pemenksza Keuangan
Jumlah Doloamen Hasil
Pengawasan Penggunaan 1 1 1 1 1 | 1
i Pengawasan Dl Dl 201.891. 800 Dol 201.891 800 Tiel 217.550.379 Diel 218.585.141 Dl 204 214 128 Dol 228.990.122
Pernbal Jumlah Felsemendasi
Keterangan ] Fremiiesnccim 1 1 1 1 1 1 1
P o Lapmnﬂetaanga:l Dieil Dol 530.768.024 | 530.768.024 | 571.934 002 el 574 662 251 Dhod 602 597 681 O e02.008.77T7
Kepala Dasrah Kepsla Dl“m.hm'-t
Persentnne
e e Deupasperin e Kiraal) 100% 100% 9.389.109.884 100% £.494.165.844 100% 5.964.834.732 100% 5.085.964.102 |  100% 6.146.959.050 100% 6.143.552.483
DPFRD yang difasilitasi
Jumiah Doloamen Hasil 3 1
Crienta=i DPRT Penyelengearann - 0 - 0 - 0 - Q0 S58.000.000 1]
Orientasi DPRD Doloumen Doloumen
Pendalaman Tugas DPED | Pendslaman T o 2 1911.464.024 | _ % 1911464024 | %0 1059.715.769 | %o 1.064.770.844 | _ 45 1.116531.390 | 4 1.115.440.231
ugas o UEAS Da Do 911 454, 911 4564, 059.715. 064,770, 116.531. 115,440,
Penprediaan Kelompok -
3 . Kelompol Pakar dan A0 Oysng 30 Crmng 2093 &80 600 30 Orang 2 093 6B0.800 30 Orans 1110632 600 30 Orang 2110632 600 30 Crrang 1. 152 632 &00 30 Orang 2110 632 600
Pakar dan Tmn Akl Tim Abli
‘;'W““““ At s T il ;ﬂ Tenaga Al TOmmg | 7 Ovang 550.547.300 | 7 Orang 550.547.300 | 7 Orang 550.547.300 | 7 Oramg 550.547.300 | 7 Orang 550.547.300 | 7 Orang 550.547.300
Hubungan Masrarakat HDMEEEM Dolumen | Dolaumen e ) ) - - -
Penyusunan Jumlah Delamen 2 2 2 2 2 2 2
Keria DERD B Keria DERD Dol Dol 226 996 960 Dol 428 473.920 Dol 461.706.042 Dick 453 908 480 Dol dB6 459 958 Dol &85 984 552
: Jumlah Dolourmean ot - o -
Publikasi dan 3 452 452 452 452 452 - 452 4532
Diol tasi DPRED Publhics=; dnnDPED Dolaa Dol &4 307 _ 324 000 Diol 3510 D000 000 Do 2782 233021 Dicl 1.795 504 878 Dol 1. 8B2 THT BOZ2 Dl 1. BBO 547 800
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RENCANA S5TRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Target dan Papgu Indikcanf Talhun
Bidang Urusan/ Program/ Indil Baseli
o My S0k o] 202 2025 2026 2027 2028 2029 2030
i output 4
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Targst Pagu Target Peagu Targat Pagu

Persentmme
Pelaksannan

Pesiysimpen das Penyera dan

Penghimpunan Aspirami b -“I - Nk 100% 100% 12.784.448.852 100% 15.444,145.430 100% 13.167.689.047 100% 11.575.956.427 100% 11.248.485.075 100% 10,707.412.865

e oot Masyarakst yang
difamilitnm

“‘-"’F‘m: i Hera dalam J“mhhﬂ- Wﬁ% ; 330 : 330 106970.000 | , S50 200120000 | 39':'“ 215.641.160 | 39‘:'5:1 216.669.815 Lfg'u 227 202 548 him 226.980.508
Jumlah Doloamen =

Perprusunan Palok-Poloolk ; 65 65 B5 BS5 65 B5 65

Pk OFED Pokuok-Pokok Pilaren Dil Dol 112992.100 Dl 200,724,100 Dl 216202113 Dol 217.323 873 Dl 227 888 401 Dol 227 685,691
DEED yang Chsusun
Jumah Dolumen Hasil 195 195 155 = 155 1585 195 195 i

Pelakeanaan Fesaz Belal B Dol Diol 12.564.486. 752 Dol 6.372.334.000 Diol 5.392.274 587 Dol 5417995911 Dok 5.68B1.376.099 Dol 5.675.823.831

L L e B b A i i ignds B.670.967.330 GEEWE 7.343.481.187 ﬂﬁrﬂ 5.723.965.828 gfﬂ 5.112.018.027 &Eﬂmug 4.576.942 835
Dizarah
Persentase

Pelaksansan dan Pelakssnasn

Pengs Kode Etik Pen ik 100% 10005 393.407.906 100%: T23.981.600 10005 TB0.133.080 10:0% TE3 854 484 100% 821.959.148 100%, B21.155.B67
Pengawasan Kode Efik

Pampyusunan Kode Etik Jumiah Kode Etik dan 2 2 2 2 2 2 2

DPED Tats Ber DPRD Del Dal 280 511 386 Del 547/ 669 800 Del 591 224 296 Ded 504 0 494 Ded 622922 132 Dad B22.313.385
Jurnlah Leporan Ha=il

Pengeumsan Kode Etik Pengawasan Kode Etik 3 3 103.896.520 3 175.311.800 3 188.908. 854 3 189.809.990 3 199.037.016 3 198.842 502

DPFFED DPRD Laparar Laparan Laparan Laperss Laporan Laparan Laporan

Pembahasan Kerjasama Persentase Kerjasama

D ; D 1 Tifnailitnsi 0 0 i 0 0 a 0 0 0 [} (1] 0 0
Jumlah Dolosmen

Fazihtss:, Verthlcasa, dan Felomendasi Hasil

Koordinas Persstunian Fesbtas:, Venfblkasn, dan 1] 4] a Q i [ §] ] a 4] 1] Q (1]
Kerjszams Daerah
Jumlsh Doloamen

P“'“'“!: oy E"“P bikag; | Bahan Komumikasi dan 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0
Fublhlkas yang disusun
Persentnne
Pelakssnaan Fasilitasi

Fasiitazi Togas DPRD uniuk Pimpinan dan L0045 10045 B.661.890.843 100% £.661.800.843 100 9.333.700. 732 100 £.731.603.316 100% B.358.415.634 100% T.853.106.991
Alat Kelengkapan
Kedewvmnan
Jumlah Delomen Hasil

Eoordinasi dan Konsultasi Eoordinasi dan 24 24 = 24 24 = 24 24 24

Pelal T DFRD Kinccsrltnc Pidal Dk Dol 3.297 531024 Dol 3297 531004 Dicl 3. 553 28RS 108 Dicl 2923 513853 Dol 2268 088 701 Dol 1. 768 731 984
Tugas DPED
Jumlah Laporan Fralks:,

Perngusunan Laporan Alat Kelengicapan dan 1 1 1 1 i 1 1 1

Kinerja DPRD Kineria DPRD I 1 G5 546 090 | G5 546 090 T 102956 574 Lap 103,447 699 Fai 108 476 4589 Lap 108.370.477
Chasu=sun
Jumlah Dalosrmen Hasil

Fazilita=) Pelalsanann Fesibitesi Pelalkzansan 160 10 10 10 10 10 10 o

T Badan M ] T Bad Dol Dl 1. 108 628.509 Dicl 1.108.628.509 Dol 1.194 612921 Dol 1200311 484 Dok 1 258, 660,920 Dl 1,257 430 Bio2
Musrawarah
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Eidang Urusan/

Target dan Papgu Indikcanf Talhun

/ Program, Indikator outcame / Baselne
Dutootse) Hagmtax, Sub B 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eesintan
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Targst Pagu Target Peagu Targat Pagu

Fazibitasi Tugas Pimpiran g 36 36 35 2B 36 36 e 36

DERD Fazilitazi Tnup: Dol Dol 2.5459.928 000 Dol 2.549.925 000 Dol 2.747.698.542 Dl 2.760.805.662 Dl 2.895.013.703 Do 2.852.184.478

o Jumilsh Dolumen Hasil
Fazilitaz: Palakzanaan T 3 o 3 3 = 3 3 3
T Panitia Fh g::-ﬂrt:ﬂa Pelsksanaan Dl Dol 1.610.257.220 Dal 1.610.257.220 Dl 1.735.147.587 Dk 1.743.424 818 Dk 1.828.175.821 D 1.826.389.190
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Berdasarkan data table di atas terlihat secara operasional, tujuan
dan sasaran diwujudkan dalam program dan kegiatan OPD. Hal ini1 berarti
bahwa seluruh program dan kegiatan harus bisa mencerminkan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dan
dengan adanya perubahan nomenklatur dalam penyusunan program dan
kegiatan, kini mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana terdapat perubahan nama
program dan kegiatan dari Renstra periode sebelumnya. Maka perumusan
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2029 disesuaikan kembali melalui proses mapping program
dan kegiatan kedalam nomenklatur yang baru.

Dari Program/ Kegiatan di atas terdapat program prioritas dalam
rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, yang

tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan Outcome Output Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket
PROGRAM DUKUNGAN | Meningkatnya Persentase
PELAKSANAAN TUGAS | Kualitas Persidangan Pembentukan Perda Pembentukan Perda dan
DAN FUNGSI DPRD dan Kajian Peraturan dan Peraturan DPRD Peraturan DPRD

Perundang-Undangan | yang Difasilitasi

Penyusunan dan
Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan

Daerah

Pembahasan Rancangan
Perda

Penyelenggaraan Kajian
Perundang-Undangan

Fasilitas1 Penyusunan
Naskah Akademik

Penyusunan Tata Tertib
DPRD

Sosialisasi Peraturan
Daerah yang Dilakukan
Bersama oleh DPRD dan
Pemerintah Daerah

Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
Peningkatan Kapasitas DPRD

DPRD yang difasilitasi
Orientasi DPRD
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Program dan Kegiatan

Outcome

Output

Kegiatan/ Sub Kegiatan

Ket

Pendalaman Tugas DPRD

Penyediaan Kelompok
Pakar dan Tim Ahli

Penyediaan Tenaga Ahli
Fraksi

Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat

Penyusunan Program
Kerja DPRD

Publikasi dan
Dokumentasi DPRD

Persentase Pelaksanaan
Fasilitas: untuk
Pimpinan dan Alat
Kelengkapan
Kedewanan

Fasilitasi Tugas DPRD

Koordinasi dan
Konsultasi Pelaksanaan
Tugas DPRD

Penyusunan Laporan
Kinerja DPRD

Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas Badan

Musyawarah

Fasilitasi Tugas Pimpinan
DPRD

Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas Panitia Khusus

Meningkatnya
Kualitas
Penganggaran dan
Pengawasan

Persentase Pembahasan
Kebijakan Anggaran
yang Difasilitasi

Pembahasan Kebijakan
Anggaran

Pembahasan KUA dan
PPAS

Pembahasan Perubahan
KUA dan Perubahan
PPAS

Pembahasan APBD

Pembahasan Perubahan
APBD

Pembahasan Laporan
Semester
Pembahasan
Pertanggungjawaban
APBD
Persetase Pengawasan Pengawasan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Pemerintahan
difasilitasi

Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan

Hukum

Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang
Infrastruktur

Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat

67| Hal




RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Program dan Kegiatan

Outcome

Output

Kegiatan/ Sub Kegiatan

Ket

Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Perekonomian

Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Sumber Daya Alam

Pengawasan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan oleh
Badan Pemeriksa
Keuangan

Pengawasan Penggunaan
Anggaran

Pembahasan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah

Persentase Pelaksanaan
Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat yang
difasilitasi

Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat

Kunjungan Kerja dalam
Daerah

Penyusunan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD

Pelaksanaan Reses

Sosialisasi Rancangan
Peraturan Daerah

Persentase Pelaksanaan
Penyusunan dan
Pengawasan Kode Etik

Pelaksanaan dan
Pengawasan Kode Etik

Penyusunan Kode Etik
DPRD

Pengawasan Kode Etik
DPRD

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

telah dilaksanakan beberapa kali revisi dan menghasilkan sasaran dan

tujuan yang lebih spesifik, adapun indikator kinerja Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat adalah

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Dari uraian yang disampaikan di atas dapat dilihat Indikator Kinerja

Utama dan Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD seperti tersebut di

bawah ini yang mencantumkan tugas pokok, fungsi, tujuan, sasaran dan

indikator Kinerja sebagai berikut pada halaman berikut:
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Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Target Tahun
No. Indikator Satuan Ket
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 Tingkat Nilai 91,34 91,35 91,36 91,37 91,38 | 91,40
Kepuasan
Anggota DPRD
terhadap
Pelayanan
Sekretariat
DPRD
Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Barat
Target Tahun
No. Indikator Satuan | o605 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Ketepatan
Penetapan Perda | Tepat/
1. | APBD Tahun N Tidak Tepat Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat
Tepat
Persentase
Penetapan 60
2, Ranperda Tahun Persen 62 65 68 70 75
N
Persentase
Pengawasan 100
3; Penyelenggaraan Persen 100 100 100 100 100
Pemerintahan

Pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tidak terlepas dari
kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi
Sumatera Barat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap
pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di
atas dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi
merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah vyang
menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang
meliputi penetapan program dan Kegiatan dengan memperhatikan segala
sumber daya yang ada.

Pengelolaan bidang urusan sesuai dengan Permendagri nomor 90

tahun 2019 dan pemutakhirannya, Sekretariat DPRD berkontribusi ke
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dalam unsur pendukung urusan pemerintahan. Dengan demikian,
Sekretariat DPRD sudah memiliki aturan yang jelas terkait pelaksanaan
pelayanan bidang urusan. Sebagai contoh, pelayanan bidang urusan
bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, bertugas dalam hal
pelaksanaan tugas DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan
fungsi budgeting DPRD. Selanjutnya bagian perundang-undangan
bertugas dalam pelaksanaan tugas DPRD dalam melaksanakan fungsi
legislasi Peraturan Daerah. Adapun bagian umum dan keuangan bertugas
dalam pelayanan seSretariat dan DPRD dalam hal infrastruktur, sarana

dan prasarana, sumbar daya manusia dan administrasi keuangan.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Barat disusun sebagai pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi

pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan
penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran
perencanaan dan rencana tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan
instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah
Daerah. Pencapaian tersebut merupakan indikasi keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun
sesuali dengan waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis
dimaksudkan untuk memiliki beberapa fungsi penting yaitu;

1) Sebagai instrumen pengarah dan pengendali untuk penyusunan
dokumen berikutnya

2) Instrumen kontrol perencanaan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Barat.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan pada
kurun waktu Tahun 2025-2029, serta untuk mengelola upaya-upaya
pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.
Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap
memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif
menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2029 1ni diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman
bagi seluruh pegawai Sekretariat DPRD beserta Stakeholder dalam
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membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan
tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang
selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
daerah dalam upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat, sesuai kewenangan
dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsu Sumatera Barat.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua
pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Provinsi
Sumatera Barat tahun 2025-2029.

Demikianlah Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipedomani

dalam pelaksanaan kegiatan.

SBRA MATRRIZON, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005
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